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TENTANG

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai

Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga Lingkup Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2015, telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

bahwa guna meningkatkan efektifitas dan percepatan
penyelesaian ganti kerugian Negara, perlu mengatur
mengenai petunjuk pelaksanaan penyelesaian ganti
kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan
Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara,

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan
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Mengingat

Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga di Lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4246);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);



Menetapkan
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7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5432);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
17);

10. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara terhadap Bendahara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.01/2009
tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
terhadap Bendahara di Lingkungan  Departemen
Keuangan;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB 1
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.

Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian kerugian
Negara yang dilakukan penggantiannya oleh Pegawai
Negeri Sipil bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pihak
Ketiga yang menyelesaikan secara tunai sekaligus atau
dengan jalan mengangsur dalam jangka waktu paling lama
40 (empat puluh) hari untuk Pihak Ketiga, dan paling lama
24 (dua puluh empat) bulan untuk Pegawai Negeri Sipil
bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang selanjutnya
disingkat TGKN adalah suatu proses yang dilakukan
terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil atau Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan
melanggar hukum atau kelalaiannya dalam melaksanakan
tugas/kewajibannya baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Melalaikan kewajiban (wansprestasi adalah apabila pihak
yang berkewajiban melakukan sesuatu, dengan surat
perintah atau dengan satu akta atau sejenisnya telah
dinyatakan lalai, atau jika perikatannya sendiri
menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Persetujuan penghapusan kekurangan uang dari
perhitungan Bendahara adalah suatu persetujuan yang
diberikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perbendaharaan, untuk menghapuskan uang yang dicuri,
digelapkan, atau hilang di luar kesalahan/ kelalaian

Bendahara.



6.

10.

11.
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Pensiunan PNS adalah PNS diberhentikan dengan hormat
karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dengan
usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia
pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak
cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban.

Pihak Ketiga adalah penyedia barang/jasa yang
melaksanakan pekerjaan dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan atau PNS yang telah diberhentikan
dengan tidak hormat dan/atau diberhentikan dengan
hormat sebagai Pegawai ASN oleh pejabat yang berwenang
yang tidak diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan
yang dibuat oleh PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan
PNS atau Pihak Ketiga yang menyatakan kesanggupan
dan/atau  pengakuan bahwa yang  bersangkutan
bertanggung jawab atas kerugian Negara yang diakibatkan
dan bersedia mengganti kerugian Negara.

Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan
gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku
kerugian Negara dengan tidak mengurangi tanggung jawab
PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS atau Pihak

Ketiga yang bersangkutan kepada Negara menurut hukum



